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A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas daenbdgai permasalahan
yang melingkupinya. Salah satu permasalahan yamggsenuncul dalam
kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan déegp@mdaan atau kekayaan,
karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktay ggrerlukan untuk
kelangsungan hidup manusia. Permasalahan kebexdaakekayaan itu terjadi
ketika masing-masing pihak merasa berhak memilgda thgin menguasai atas
benda dan kekayaan tersebut. Adanya saling meradeako atas benda atau
kekayaan inilah yang menimbulkan sengketa di amtemaeka. Salah satu bentuk
sengketa atas kebendaan atau kekayaan yang serjadi tadalah sengketa
tentang warisan.

Membicarakan masalah kewarisan berarti membicarakah ihwal
peralihan harta dari orang yang telah mati kepadag yang masih hidup.
Dengan demikiarfigh Mawarismengandung arti ketentuan yang berdasar kepada
wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan halda seseorang yang telah
mati kepada orang yang masih hidup.

Masalah kewarisan timbul ketika ada peristiwa késmnaseseorang yang
meninggalkan kekayaan yang akan di wariskan kephlilavarisnya, sedang pada

pelaksanaannya masalah pembagian warisan ini seriegjadi penyebab

! Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fighjakarta: Prenada Media, 2003, him. 147.



persengketaan di antara para ahli warisnya. Untulleh syari’at Islam telah
mengantisipasinya dengan meletakkan kewarisan Islaoara terperinci dan
sistematis. Pengaturan hukum Islam terhadap hukans wlimaksudkan untuk
mencegah timbulnya perpecahan di antara ahli waabagaimana di ketahui
bahwa pada dasarnya manusia cenderung menyukaidesrtia.

Salah satu dasar tentang pengaturan pembagianawaadalah dalam

surat An-Nisa’ ayat 7.
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Artinya: Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta penifgggang di tinggalkan
kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi peaanpun ada bagian
dari harta peninggalan yang di tinggalkan oleh kedrang tuanya, dan
kerabat-kerabatnya baik sedikit maupun banyak mrtiagian yang di
tetapkan(Q.S. al-Nisa’ : 7)

Turunnya ayat ini dilatarbelakangi peristiwva memgalgya seorang shabat
dari kaumAnsharyang bernama Aus bin Tsabit. la meninggalkan dud perta
satu anak laki-laki yang masih kecil. Kemudian dgtah dua orang anak
pamannya yaitu Khalid dan Arfathah, yang mengshiabah Mereka mengambil
semua harta peninggalannya. Maka datanglah istis Aun Tsabit kepada

Rasulullah Saw untuk menerangkan kejadian itu. RAah Saw bersabda: “Saya



tidak tahu apa yang harus saya katakan”. kemudiamiah surat an-Nisa ayat 7
sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam.isla

Menurut Ahmad Rofig, dalam bukunygigh Mawaris pengertian figh
mawaris adalafigh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yamgasuk
ahli waris, siapa-siapa yang tidak termasuk ahlrigyabagian-bagian yang
diterima mereka, dan bagaimana cara penghitungahnya

Terkait dengan itu, dalam hukum waris Islam adaemeian halangan
untuk menerima warisan. Halangan untuk meneriméamatau disebut dengan
mawani’ al-irs adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hakwatils untuk
menerima warisan dari harta peninggalan pewarisl-hbla yang dapat
menghalangi tersebut, disepakati oleh jumhur uladza tiga, yaitu:

1) Pembunuhana(-qatl)
2) Berlainan agamalkhtilaf al-din)
3) Perbudakan &l-‘abd).*

Waris mewarisi antara muslim dengan non muslim igvbeda agama),
telah ditentukan bahwa berlainan agama yang mermgadghalang mewarisi
adalah apabila antara ahli waris dan pewaris, ssdfilnya beragama Islam dan
satunya yang lain bukan beragama Islam, misalnjianadtis beragama Islam,
pewarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Klamkesepakatan mayoritas
Ulama, sehingga ketika ada orang meninggal dumag yeragama katholik, ahli

warisnya beragama Hindu di antara mereka tidakhadngan untuk mewarisi.

2 Jalaludin as-SuyutiAsbabun Nuzulterj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani,
2008. him. 152.

¥ Ahmad Rofiq,Figh Mawaris, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, him. 4.

* Muslich Maruzi,Pokok-pokok lImu WarisSemarang: Pustaka Amani, 1981, him. 13.



Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian kb#bagama, orang-orang
Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunngadgrain Syi'ali.
Dasar hukum berlainan agama tidak boleh salingswagwarisi adalah

hadits Rasulullah riwayat Muslim sebagai berikut:
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Artinya: berkata kepada kami Yahya ibnu Yahya, ddwu Bakri ibnu Abi
Syaibah dan Ishaq ibnu lbrahim (lafalnya dari Ygh{ahya berkata:
telah mengabarkan kepadaku. Dan yang lain mengathkekata kepada
kami ibnu ‘Uyainah ) dari Zuhri, Ali bin Husain, Aimbin Usman, dari
Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. BersabdagOmuslim
tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidakewarisi orang
muslim. (HR. Muslim)
Dari uraian di atas, kemudian KHI merumuskan peastuyang lebih
spesifik, yaitu tertuang dalam pasal 171 hurufyés)g berbunyi:
“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalalmempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewarisgdmea Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ”.
Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga kedrakyang ada di
Indonesia, didaulat untuk menyelesaikan perkarkgparorang Islam. salah satu

diantaranya adalah mengenai perkara waris. Hateirantum dalam undang-

undang no 3 tahun 2006 pasal 49 yang berbunyi:

®> Ahmad Rofig,Figh Mawaris, op.cithim. 35.
® Imam Muslim Ibnu al-Hajaj al-Qosyairi an-Naisahusahih Muslim,Juz 5, Beirut
Libanon: Dar al-Kutub al-limiyah, him. 559.



“Pengadilan Agama (PA) bertugas dan berwenang miesaermemutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaragessang yang beragama
Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

C. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah®.

Pasal 49 Undang-undang no 3 tahun 2006 ini medaskr kompetensi absolut
di lingkungan PA.

Berdasarkan pasal 49, Pengadilan Agama berwenangngani perkara
waris. dalam perkara Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SRA,Salatiga menetapkan
bahwa ahli waris non muslim berhak mendapatkansaari

Dalam perkara ini, Pemohon satu dan dua yang mieaapanak kandung
dari pewaris beragama non muslim, tetapi para peomani ditetapkan sebagai
ahli waris. Majelis Hakim dalam Perkara Nomor O#i88/G/2011/PA.SAL telah
menetapkan bahwa anak non muslim berhak mendapdtikgan dari harta
peninggalan orang tuanya yang beragama Islam, $emidan atas pasal 174 HIR,
yaitu mengenai pengakuan dari para pihak saja. Radgal 12 September 2011,
PA Salatiga telah menjatuhkan putusan yaitu Nomdr3(Pdt.G/2011/PA.SAL
yang menetapkan ahli waris non muslim berhak mexttap harta warisan dari

pewaris muslim. Padahal, KHI sebagai hukum teragialimgkungan peradilan

Agama tidak mengatur ahli waris non muslim.

" M. Hukumonline.com/pusatdata/download/It4c1f748@9node/25602



Mengetahui kasus ini, Penulis merasa tertarik umtekeliti lebih lanjut.
Ketertarikan ini muncul karena di dalam KHI pa%&l huruf (c) non muslim
tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Perbedasjama merupakan
penghalang bagi hubungan kewarisan. Akan tetapelMaHakim PA Salatiga
dalam perkara ini memutuskan bahwa anak non muskmperoleh bagian dari
harta peninggalan orang tuanya yang muslim ataar gesal 174 HIR. Dengan
demikian, PA Salatiga tidak saja telah melakukamlggharuan dalam hukum
kewarisan Islam, tetapi juga telah memerankan faygssebagai pembuat
hukum.

Menarik dalam putusan ini untuk dibahas mengendi d@a yang
mendasari Hakim PA Salatiga dalam memutuskan perfemsebut. Untuk itu
penulis tertarik untuk mengangkat sebuah kasuarngrbagaimana pertimbangan
Hakim PA Salatiga sehingga ditetapkannya non musébagai ahli waris. Untuk
lebih jelasnya akan penulis susun dalam bentuk pskridengan judul
PENETAPAN AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Analisis Pusan Pengadilan

Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL)

. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka@ yaenjadi pokok
permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalahgsetberikut :
1. Bagaimana analisis putusan perkara penetapan adulis wion muslim
Pengadilan Agama Salatiga menurut hukum formil?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam merkatuperkara waris

yang diajukan oleh pihak non muslim menurut hukuatemil?



C. Tujuan Penulisan Skripsi
Adapun tujuan pokok dari penulisan dan penyusuremyak skripsi ini
adalah:
1. Untuk mengetahui analisis putusan perkara penetapknvaris non muslim
Pengadilan Agama Salatiga menurut hukum formil.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam uneskan perkara

waris yang diajukan oleh pihak non muslim menuukum materiil.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalataah pustaka ini
penulis akan menguraikan beberapa literatur yangule jadikan sebagai
previousfinding (penelitian maupun penemuan sebelumnya). Ada akgeya
ilmiah, baik berupa jurnal, buku maupun skripsi gamembahas tentang abhli
waris non muslim. Dari literatur tersebut, penutiencoba mengaitkan dari
beberapa kajian yang ada tentang permasalahamwah$ non muslim dengan
memfokuskan pada putusan PA Salatiga Nomor 0418Pft11/PA.SAL.
literatur yang berhubungan dengan skipsi ini diaamtga:

Skripsi yang berjudulAnalisis Putusan MA No. 368 k/ ag/ 1995 tentang
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslimditulis oleh Qonik Hajah Masfuah
mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarfabglam skripsi ini, hasil
analisis dari penulis menunjukkan bahwa dasar hugang digunakan dalam

putusan MA No. 368 k/ag/1995 telah sesuai, yaitu M@émutuskan bahwa ahli

8_ibrary.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/13/jtgin-gdl-s1-2005-Qonokhajahmasfuah-
643-Babl_dI-7.pdf. kamis, 11 Oktober 2012, pir80. WIB.



waris non muslim berhak mendapat wasiat wajibaht@gata peninggalan pewaris
muslim. Jika ditinjau dari aspek figh keputusamseébut bertentangan dengan
penafsiran lbnu al-Arabi, Ibnu Katsir dan Imam lafa Akan tetapi pendapat ini
sejalan dengan penafsiran al-Maraghi, M. Quraisihahdan Oemar Bakri.
Pendapat ini juga bertentangan dengan pendapat Ikaczhab empat. Namun
pendapat tentang hak wasiat wajibah bagi ahli wayis muslim ini sama dengan
pendapat Ibnu Hazm. Walaupun dalam hal ini terfamhyak ikhtilaf, majelis
Hakim menyandarkan ijtihadnya pada Quraish Shil@dmmar Bakri Dan Ibnu
Hazm, karena pendapat ini dipandang lebih relevatukuditerapkan dalam
penyelesaian kasus tersebut. Sedangkan dari huksitiffoya, Majelis Hakim
MA menggunakan dasar hukum pasal 1 dan pasal 5 bl iXahun 2004, pasal
11 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 229 Ktdhg mana hasil putusan ini
memberikan hak wasiat wajibah pada ahli waris noslim dan hasil putusan ini
dianggap memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Skripsi yang berjudul*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Purwodadi Grobogan Nomor 1133/ Pdt. G/1998/ PWD. Tentang
Gugatan Harta Waris Yang Dikuasai Anak Bawaan Istarya Siti Khoiriyatun
Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo SemaraBglam skripsi ini, hasil
analisis dari peneliti menunjukkan bahwa putusakirda Pengadilan Agama
PurwodadiGroboganNomor 1133/Pdt.G/1998/PA.PWRurang memperhatikan
hukum formil (hukum acara) yang berlaku. Secarauhukformil, gugatan

penggugat Obscuurlibel (kabur): tidak terpenwdrsgaratan formil sebagai surat

°  http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?merowse&op=read&id=jtptiain-gdI-

s1-2004-sitikhoiri-248&qg=waris. Senin,10 Deseml#] 2, jam 22.25. WIB.



gugatan, antara lain tidak dimasukkannya seorahgnvahis sebagai pihak yaitu
Sundoyo (ayah kandung almarhumah Ny. Markini), Kidlisebutkan kapan
pewaris meninggal dunia, tidak disebutkan secalas jsiapa yang menguasai
tanah yang menjadi sengketa waris, serta tidakodikannya secara rinci asal
usul tanah harta sengketa dan status obyek senigksebut. Dalam hal ini, maka
hakim tidak perlu memproses dan memutus perkasehliat. Karena jika surat
gugatan dikatakan kabur, maka persidangan hanyeetersampai pemeriksaan
saja. Terlepas dari gugatan yang kabur, secaraerithgiutusan Pengadilan
Agama Purwodadi No. 1133/Pdt.G/1998/PA.PWD. sudsua dengan hukum
Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Dari putusesebut dapat diketahui
bahwa Penggugat | dan Penggugat Il adalah suamiadak dari pewaris,
sehingga dalam pembagian harta waris tersebutwebdibagikan kepada ahli
waris lain harta tersebut dibagi dua sama besankamerupakan harta bersama.
Dan sebagai suami pewaris penggugat | mendapatesepat bagian sedangkan
ayah mendapat seperenam bagian, dan anak-anakipemeardapatkamsabah
bilghair. Karena anak-anak perempuan pewaris lebih darasgdersama-sama
dengan anak laki-laki (penggugat Il, Tergugat,l]ll] dan 1V).

Artikel Badilag yang berjudukewarisan Beda Agamadljtulis oleh Moh.
Muhibuddin, Hakim Pengadilan Agama Natdfialam artikel ini ditulis bahwa
Kewarisan beda agama merupakan salah satu pdmsoalan kontemporer
dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di sati sash al-Qur'an tidak

menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk nonlimusedangkan hadits tidak

Yhttp://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Pembaharuan%2@tm%20Waris%20lslam%
20Di%20Indonesia%?20Artikel%20Badilag%20versi%20aipdf, 11 September 20113 Pukul
22. 13 WIB.
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memberikan sedikitpun bagian harta bagi atdiris non muslim namun di
sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi mendhki hal yang sebaliknya.
Dialektika antara hukum dan tuntutan perkerghanzaman tersebut jelas
menjadi problem besar bagi hukum kewarisan Islam.

Problematika kewarisan beda agama mencuat ketlkai nmuslim dan
non muslim kembali didiskusikan dan diwacanakanh dberbagai kalangan.
Bahkan hal tersebut telah menjadi perhatiama pemikir Islam sejak awal.
Ayat yang sering dijadikan sebagai dasar terhal@ngmon muslim mewarisi
pewaris muslim adalah Q.S. al-Nisa ayat 141. Apatsebenarnya merupakan
ayat yang bersifat umum dan tidak menunjuk langquenda larangan bagi non-
muslim untuk menerima harta warisan dari keluargaggng muslim. Bahkan
surat al-Nisa ayat 141 ini juga sering dijadikatildmtuk melarang perkawinan
beda agama, antara laki-laki non muslim denganngawan muslimah. Apabila
dipahami secara utuh, ayat tersebut adalah lebitujuke kepada orang-orang
munafik, dalam hal terjadinya peperangan, yang rdée&as&a menunggu-nunggu
peluang yang baik dan hanya menguntungkan bagingireka.

Perubahan dan pembaharuan hukum waris Islah teljadi secara
nyata dalam sejarah pemikiran hukum Islam, untukymeut contoh apa yang
terjadi dalam perumusan hukum waris Islam di Indan@lengan konsep ahli
waris pengganti telah merubah dan memperbarui hukans Islam di Indonesia.

Sejarah juga menunjukkan bahwa pada sepanjangisepkum Islam
pemikiran hukum waris Islam tidaklah berhentilaupun ada yang beranggapan

bahwa pintu ijtihad telah tertutup namun sesunggahmemikiran hukum Islam
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tetap dilakukan setidaknya oleh dua golongan pdnsgariat Islam yaitu Hakim
dan Mufti. Hakim melakukan pemikiran hukum Islam ndgan jalan
melaksanakan hukum melalui putusan Pengadilan,ngkda mufti melalui
fatwa-fatwa hukum.

Skripsi yang berjudul Analisis Pendapat Nurcholis Majid Dkk Tentang
Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim Dan Non Muslinitulis oleh A’isyatul
Khalimah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walison§emarand® Menurut
penulis skripsi ini, nash yang digunakan para uldiofa merupakan nash yang
tidak menunjuk langsung pada pengharaman waria 8gdma, melainkan hadis
yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tlis#t secara serta-merta bisa
dijadikan landasan untuk melarang waris beda agBalam banyak ayat, Tuhan
justru mengakomodasi agama-agama langit (Kristahudi dan Shabi‘ah) dan
mereka yang beramal shaleh. Mereka pun akan metkdapsurga di hari kiamat
nanti. Hadis mengenai larangan mewarisi ini dikaitklengan situasi politik yang
terjadi pada saat itu, sehingga jika hadis inirdpkan pada zaman sekarang,
maka hadis tersebut dinilai kurang relevan. Kardwabeda konteks dan
situasinya.

Skripsi yang berjuduiTinjauan Ushul Figih Terhadap Fatwa Yusuf Al-
Qarlhawi Tentang Kebolehan Seorang Muslim Meneriarisan Dari Kerabat
Non Muslim” Karya oleh Jajang Wihana, mahasiswa jurusan ataAhal-

Syakhshiyyah Fakultas syariah Universitas Islaeg&r Maulana Malik Ibrahim

" hitp://library.walisongo.ac.id/digilib/ggihp?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-

s1-2005-aisyatulkh-621&g=waris. Senin, 10 Desemb@t?2, jam 22.30.WIB.
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Malang®? Dalam skripsi ini, penulis menyatakan bahwa Yusdrdihawi
membolehkan seorang muslim menerima harta warigain rebn muslim. Ini
berawal dari salah satu dari kaum minoritas yarrgdsena Islam di Barat yang
baru saja menjadilukalaf la harus mentaati ajaran Figh klasik yang memiaja
bahwa muslim tidak boleh waris mewarisi dengan pekneagama lain,
sedangkan undang-undang barat mengaharuskan dik uménerima harta
warisan tersebut. Kemudian ia meminta fatwa kepadauf al-Qardlhawi.

Dalil Qardlhawi dalam berfatwa mengenai hal itu ladahadis yang
diriwayatkan oleh Umar, Muawwiyah dan Muazd temaketinggian agama
Islam dari agama-agama lainnya, sehingga Islamhbolenerima harta warisan
dari kafir. Selain itu Yusuf al-Qardlhawi mengqgikaa masalah waris di atas
dengan kebolehan seorang muslim menikahi perempei@mpuan kafir, sedang
mereka tidak diperbolehkan menikahi perempuan-pewam muslim. Karena hal
tersebut, Qardlhawi berpendapat bahwa kaum musérhalk menerima harta
warisan dari kaum kafir, sedang kaum kafir tidakehomenerima harta warisan
dari kaum muslim.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan ds,atokus penelitian ini
berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mepgatiedaan adalah peneliti
lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yaeggabulkan permohonan
ahli waris non muslim. Oleh karena itu, perlu diata penelitian lebih jauh
terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomb3/Rdt.G/2011/PA.SAL

tentang Penetapan Ahli Waris Non Muslim.

12 http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=0TR5, Selasa, 11 Desember 2012,
jam 00.05. WIB.
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E. Metode Pendlitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalarkumtmperoleh kembali
pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalahbafgas metode-metode
yang merupakan pendekatan praktis dalam setiaplijgmeilmiah. Hal ini
dimaksud untuk memudahkan bagi setiap penelitiangetahui suatu peristiwa
atau keadaan yang diinginkdhAdapun metode yang penulis gunakan adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiakuichen (ibrary
research), berupa studi dokumen putusan Pengadilan AgaraiggaNomor
0413/Pdt.G/2011/PA.SAL tentang Penetapan Ahli Widda Muslim. Dalam
hal ini yang menjadi kajian dalam penelitian adaREENETAPAN AHLI
WARIS NON MUSLIM (Studi Analisis Putusan Pengadilagama Salatiga
Nomor 0413/Pdt.G/2011/ PA.SAL).
2. Sumber Data
Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelmisadalah:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung slaryek

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran Etbpeangambilan data

13 p. Koko SubagyoMetode Penelitian Dalam Teori Dan Praktifakarta, PT Rineka
Cipta, 1991, him. 2.
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langsung pada subyek sebagai sumber informasi gmag* Dalam hal
ini adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Salatigamor
0413/Pdt.G/2011/PA.SAL.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh lewakpdin, tidak
langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek peiaginyd®. Bahan
sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahakum yang
bersumber pada buku-buku maupun hasil karya laing yaubtansi
bahasannya berhubungan dengan data primer.
3. Cara Pengumpulan Data
a. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan dategasen
mencari data mengenai hal-hal atau variabel yangpaecatatan transkip,
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, trapgenda dan
sebagainyd® Dalam hal ini penulis menggunakan berita acara
persidangan, tetapi karena suatu hal, penulis tidglat melampirkannya.
teknik dokumentasi ini penulis lakukan dengan caemahami isi dan
arsip dokumen putusan yang berkaitan dengan magatghdibahas.
b. Teknik Observasi
Teknik observasi merupakan suatu proses yang kdéspgiatu

proses yang tersusun dari berbagai proses biottagispsikologis. Dua

1 Saifuddin Azwar,Metode Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2001,
him. 91.

' Ibid, him. 91.

'8 Drs. Suharsimi ArikustdProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktffogyakarta :
Rineka Cipta, 1993, him. 236.
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diantaranya yang penting adalah proses pengamatanndgatan. Dalam
masing-masing proses ini terkandung sumber-sumdsssiatan yang perlu
mendapat perhatian dengan seksahiaeknik ini penulis gunakan dengan
cara mengamati dan mencermati Pengadilan Agamaigaalsehingga

didapatkan profil Pengadilan Agama Salatiga selesagkap dan utuh

4. Analisis Data

a. Metode

Analisis data merupakan upaya pencarian dan mesetara
sistematis catatan hasil observasi, wawancara, @mya untuk
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yditgiti dan
menyajikannya sebagai temuan bagi ordnBroses analisis data dalam
penelitian ini menggunakan metode analisis dateriges kualitatif.
Maksudnya adalah proses analisis yang didasarkae kgidah deskriptif
dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah Wwahproses analisis
dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatan diolah yang
kemudian hasil analisa tersebut disajikan secasalleihan. Sedangkan
kaidah kualitatif adalah bahwa proses analisisetars ditujukan untuk
mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teordingan
dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dagrapa penguatan
terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yatghtada tanpa

menggunakan rumus statistik.

41.

" Sutrisno HadiMetodologi Research{ogyakarta: Andi Ofset. 1989. HIm.152.
'8 Noeng Muhadijirpp. cit him. 104.
19 Sudarwan Danimylenjadi Peneliti Kualitatif Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, him.
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Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskep dan
menganalisis secara sistematis terhadap putusamatam pertimbangan
hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama salal@am memutus
perkara waris. Analisis data merupakan upaya pemcatan menata
secara sistematis catatan hasil observasi dan dokasi untuk
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yditgiti dan
menyajikannya sebagai temuan bagi ordng.

b. Pendekatan
Proses analisis data dalam penelitian ini mengcaamalendekatan
normatif. Pendekatan normatif adalah studi yang ametang masalah dari
sudut legal formal dan atau normatifrfyaviaksudnya adalah penelitian
ini menggunakan hukum positif yang berlaku di linggan peradilan

agama sebagai analisis.

F. Sistematika Penulisan Skripsi
Skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian puatakmaka dalam
sistematika penulisan skripsi menggambarkan struktganisasi penyusunan
yang dapat dijelaskan dalam bab yang masing-m&sibgnemuat urutan sebagai
berikut:
Bagian muka memuat halaman sampul, judul, pengesahatto, kata

pengantar dan daftar isi

% Noeng MuhadjirMetodologi Penelitian KualitatjfYogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke-
7,1996, him.104.

21 Khoiruddin NasutionPengantar Studi IslamYogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009,
him. 197.
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Bagian isi/ batang tubuh kerangka (tetexperinci menjadi bab-bab, sub
bab yang saling berhubungan. Adapun uraiannya aebagkut:

Bab | Pendahuluan terdiri atas latar belakang rahsgbermasalahan,
tujuan penulisan, telaah pustaka, metode peneldim sistematika penulisan
skripsi.

Bab Il memberi gambaran mengenai Ketentuan teniafagis Dalam
Islam, meliputi: Pengertian waris, dasar hukum raydan rukun waris, sebab-
sebab dan halangan menerima warisanhd&am ahli waris non muslim

Bab Il berisi tentang Putusan Penetapan Ahli Whiee muslim Nomor
0413/Pdt.G/2011/PA.SAL yang meliputi: Sekilas tegtaPengadilan Agama
Salatiga, Sejarah Pengadilan Agama Salatiga, StruRrganisasi Pengadilan
Agama Salatiga, Kompetensi (kewenangan) Pengadimma Salatiga, Putusan
Penetapan Ahli Waris Non Muslim Nomor 0413/Pdt.G/R@A.SAL, Dasar
hukum dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Ag8alatiga Nomor
0413/Pdt.G/2011/PA.SAL.

Bab IV berisi tentang Analisis terhadap PutusangBditan Agama
Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. tentangelggyan Ahli Waris Non
Muslim  terdiri atas: Analisis Putusan PA  Salatiga onior
0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. Tentang Penetapan Ahli ¥aion Muslim. Dan
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan ®a#atiga Nomor
0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. Tentang Penetapan Ahli $/sion Muslim.

Bab V adalah penutup yang merupakan bab terakhir skaipsi ini.

penulis mengemukakan kesimpulan umum dari sknpsiecara keseluruhan. Hal
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ini dimaksud sebagai penegasan jawaban atas pokadalam yang telah

dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakdmgan penutup.



